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1. PENDAHULUAN

Kekuasaan dalam konteks politik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti
keinginan tertentu. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui teori kedaulatan rakyat, yang menempatkan kekuasaan
tertinggi di tangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Meski begitu, kekuasaan tersebut tidak dijalankan langsung oleh rakyat untuk menghindari potensi anarkisme,
melainkan melalui konsep perwakilan di mana rakyat menyerahkan kekuasaan mereka kepada para wakil yang dipilih. Konsep
ini menjadi dasar bagi sistem demokrasi perwakilan yang berlaku di Indonesia.

Secara ideal, demokrasi perwakilan di Indonesia seharusnya menjamin bahwa para wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan
integritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Proses pemilihan umum, kekuasaan kehakiman yang independen,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta rotasi kepemimpinan nasional melalui mekanisme pemilu adalah beberapa
indikator utama dari demokrasi yang sehat. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum atau nomokrasi, yang
berarti segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai demokrasi perwakilan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah banyak dilakukan. Pertama,
problematika pergantian antar waktu anggota dewan yang meninggal seringkali melibatkan ketidakpastian prosedural dan
potensi konflik internal dalam partai politik.[1][2]Kedua, dinamika partai politik di Indonesia, termasuk mekanisme PAW dan
bagaimana partai politik mengendalikan anggotanya.[3][4] Ketiga, peran partai politik dalam proses demokrasi di Indonesia
dan bagaimana kekuasaan partai sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal.[5][6]

Meskipun banyak penelitian telah membahas berbagai aspek dari PAW dan demokrasi perwakilan, masih terdapat kekurangan
dalam hal transparansi dan mekanisme akuntabilitas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa PAW sering kali digunakan oleh
partai politik sebagai alat untuk mengontrol anggotanya yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai, yang pada
akhirnya dapat merusak integritas perwakilan rakyat. Kurangnya mekanisme transparansi ini menyebabkan proses PAW sering
kali dianggap tidak adil dan lebih menguntungkan partai politik daripada kepentingan rakyat.
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Novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah analisis kritis mengenai PAW dalam perspektif demokrasi di Indonesia dengan
fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul
dalam proses PAW dan mengusulkan solusi untuk memperbaiki mekanisme tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi yang ideal. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan PAW serta bagaimana implementasinya di lapangan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia dengan memastikan
bahwa mekanisme PAW dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memperbaiki sistem perwakilan rakyat di Indonesia, sehingga para wakil rakyat dapat menjalankan tugasnya dengan
lebih baik dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi
dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu (PAW) merujuk pada mekanisme penggantian anggota legislatif yang berhenti atau diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, PAW
dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kerja legislatif dan memastikan bahwa setiap kursi tetap terisi sepanjang masa jabatan
yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, PAW dapat terjadi karena berbagai alasan seperti pengunduran diri, meninggal dunia,
atau pemecatan anggota legislatif. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan bahwa PAW sering kali digunakan untuk
mengganti anggota yang terlibat dalam kasus hukum atau skandal politik.[7]

Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik,
dengan tujuan utama untuk memperoleh dan memelihara kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Giovanni Sartori (1976)
dalam "Parties and Party Systems: A Framework for Analysis" mengemukakan bahwa partai politik memainkan peran penting
dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat, membentuk kebijakan publik, dan mengatur perilaku anggota legislatif. Di
Indonesia, partai politik juga memiliki peran sentral dalam proses PAW, dimana mereka memiliki kewenangan untuk
mengajukan nama pengganti anggota legislatif yang diberhentikan atau mengundurkan diri.[8]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki tugas utama untuk membuat undang-
undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan menyusun anggaran negara. Menurut Suryadinata (2015), DPR
merupakan representasi dari kedaulatan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR terdiri dari anggota yang berasal
dari berbagai partai politik yang terpilih dalam pemilu, dan setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk mewakili
kepentingan konstituen mereka. Dalam konteks PAW, DPR menjadi salah satu lembaga yang paling sering mengalami
perubahan komposisi anggotanya karena berbagai alasan yang memicu PAW.[9]

Kategori Pergantian Antar Waktu (PAW)

PAW dapat dikategorikan berdasarkan alasan terjadinya penggantian. Kategori pertama adalah PAW yang disebabkan oleh
faktor non-kontroversial seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan pribadi atau kesehatan. Kategori
kedua adalah PAW yang disebabkan oleh tindakan hukum atau pelanggaran etika, seperti terlibat dalam kasus korupsi atau
pelanggaran kode etik. Menurut sebuah studi oleh Choi (2012), PAW yang disebabkan oleh faktor hukum cenderung
menimbulkan kontroversi dan mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas lembaga legislatif. Kategori ketiga adalah
PAW yang disebabkan oleh keputusan partai politik untuk mengganti anggota yang dianggap tidak loyal atau tidak sejalan
dengan kebijakan partai.[10]

Partai Politik dan Mekanisme PAW

Partai politik memegang kendali penuh dalam menentukan siapa yang akan menggantikan anggota legislatif yang
diberhentikan melalui PAW. Menurut penelitian oleh Mietzner (2009), mekanisme PAW sering kali digunakan oleh partai politik
untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memastikan bahwa anggota legislatif yang terpilih tetap setia kepada garis partai.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses PAW dapat disalahgunakan untuk tujuan politik internal partai, mengabaikan
aspirasi konstituen yang sebenarnya. Dominasi partai politik dalam proses PAW dapat melemahkan representasi demokratis
dan memperkuat oligarki politik.[11]

17



Tinjauan Kritis Pergantian Antar Waktu dalam Dinamika Politik Indonesia: Perspektif Demokrasi

Reformasi dan Implikasi PAW

Perlunya reformasi dalam mekanisme PAW menjadi sorotan penting dalam berbagai studi literatur. Menurut Dewi Fortuna
Anwar (2012), reformasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses PAW dilakukan dengan transparan dan akuntabel,
sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik. Reformasi juga diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Misalnya, sebuah usulan oleh Savirani (2018)
mengemukakan bahwa mekanisme PAW harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan oleh lembaga independen untuk
memastikan integritas proses tersebut. Tujuan akhir dari reformasi ini adalah untuk memastikan bahwa PAW berfungsi sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang adil.[12]

Melalui kajian literatur ini, kita dapat memahami kompleksitas mekanisme PAW, peran sentral partai politik, dan dinamika
dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki mekanisme PAW agar
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.

3. METODE

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam konteks partai politik dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana hukum diperlakukan sebagai konstruksi
tatanan norma.[13] Dalam pendekatan ini, peneliti meneliti dasar/asas hukum, pengaturan hukum, standar sinkronisasi
hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Selain itu, pendekatan penelitian ini menggunakan statute approach atau
pendekatan perundang-undangan, yang berarti melakukan pemeriksaan terhadap seluruh undang-undang terkait isu hukum
yang diteliti. Pendekatan politis juga diterapkan untuk meneliti pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat
dalam pembentukan serta penegakan produk hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan/data sekunder, yang diperoleh melalui analisis berbagai referensi dan literatur terkait isu
penelitian. Bahan/data hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang otoritatif, seperti UU No 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2018, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Peraturan KPU No 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahan/data hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian
sebelumnya yang relevan. Sementara itu, bahan/data hukum tersier berupa arahan atau penunjang, seperti informasi dari
media internet.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PAW, partai
politik, dan DPR. Analisis data adalah kegiatan mengkaji hasil pengolahan data dengan cara menyusun bahan ke dalam struktur,
jenis, dan unit analisis dasar. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif untuk memberikan deskripsi mendetail tentang
subjek dan objek penelitian, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas. Pendekatan perundang-undangan dalam
penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang diteliti,
sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif dan akurat mengenai topik yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Perwakilan

Negara harus menyamakan antara kekuasaan dan hukum, kekuatan dan hak, serta hak dan kewajiban. Di sisi lain, negara wajib
memegang kekuasaan untuk memberikan jaminan agar kehidupan keluarga, agama, perdagangan, dan perniagaan bisa
menjadi makmur. Dengan memberikan negara kemampuan mengatur dan memaksa, para teoretikus politik sadar bahwa
mereka telah menerima suatu kekuatan yang bisa, dan memang sering terjadi demikian, menghancurkan kemerdekaan politik
dan sosial warga negara.[14]

Di negara modern, termasuk Indonesia, terdapat konsep demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini adalah pembaruan
kelembagaan pokok untuk menanggulangi masalah penyeimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Kebebasan
dalam hal penalaran, pemerintahan hukum, dan kebebasan memilih hanya dapat ditegakkan secara layak dengan mengikuti
kesetaraan politik seluruh orang. Kesetaraan semacam itu mendukung, tidak hanya area sosial yang aman di mana rakyat
leluasa mengejar kegiatan dan kepentingan individu mereka, tetapi juga negara yang diawasi oleh wakil-wakil politik yang
bertanggung jawab kepada orang-orang yang berhak memilih dalam pemilihan, untuk melakukan apa yang terbaik bagi
kepentingan umum.[15]
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Pemerintahan demokratis dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kekuasaan politik yang despotis. Negara
perwakilan dengan demikian menjadi penengah ketika individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri dalam
masyarakat sipil, sesuai dengan undang-undang persaingan ekonomi dan pertukaran bebas. Demokrasi perwakilan sekarang
bisa dibanggakan baik sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab maupun sebagai pemerintahan yang potensial stabil
untuk wilayah-wilayah besar dan jangka waktu lama.[16]

Dalam negara demokrasi, bentuk keterwakilan rakyat yang sempurna menjadi sangat penting. Eksistensi lembaga perwakilan
rakyat adalah akibat logis dari sistem demokratis. Konstitusi sebagai hukum dasar harus mampu menjawab kebutuhan
tersebut. Setiap lembaga yang menjadi representasi dalam penyelenggaraan negara harus diatur dan dicantumkan dalam
konstitusi.[17]

Secara teoritis, konstitusi dimaksud sebagai keseluruhan ketentuan yang digunakan untuk membentuk atau mengatur suatu
rezim negara. Artinya, konstitusi memuat ketentuan utama yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Berdasarkan teori dan praktik negara konstitusi di dunia, ditemukan tiga kelompok materi muatan, yaitu: (a) pengaturan
mengenai proteksi hak asasi manusia, (b) pengaturan mengenai struktur ketatanegaraan yang pokok, dan (c) pemisahan serta
pembagian tugas-tugas ketatanegaraan.[18]

Menurut Aristoteles, ada tiga faktor yang harus dipenuhi oleh suatu rezim yang berkonstitusi, yaitu: pertama, rezim
dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, rezim dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan
hukum yang dibuat sekehendak hati. Ketiga, pemerintahan yang berkonstitusi berarti rezim diselenggarakan berdasarkan
kemauan rakyat, bukan paksaan dari rezim despotik.[19]

Setiap faktor yang dikemukakan Aristoteles itu memiliki arti dan akibat yang berbeda. Faktor pertama membutuhkan bahwa
rezim konstitusional harus mengutamakan kepentingan umum atau publik. Faktor kedua berarti bahwa penyelenggaraan rezim
harus berdasarkan hukum (rule of law), yang juga harus melindungi kepentingan masyarakat. Faktor ketiga mewajibkan rezim
dilaksanakan atas kemauan rakyat.[20]

Badan perwakilan rakyat dibentuk untuk menciptakan prinsip-prinsip di atas. Bentuk yang ada dalam badan perwakilan rakyat
harus semaksimal mungkin mewakili semua kepentingan masyarakat. Hubungan antara wakil dengan yang diwakili menurut
Gilbert Abcarian ada empat jenis, yaitu: wakil bertindak sebagai trustee (orang tua), delegate (utusan), politicos, dan partisan
(anggota partai). Masing-masing peran ini memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda.[21]

Menurut A. Hoogerwerf, hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya ada lima bentuk, yaitu: (a) delegate (utusan), (b)
trustee (orang tua), (c) politicos, (d) kesatuan, dan (e) konfirmasi.[22] Dalam konteks Indonesia, hubungan antara wakil rakyat
dan partai politiknya lebih mengarah pada hubungan partisan karena wakil rakyat bertindak sesuai dengan kehendak partai
politik yang mengusungnya, bukan semata-mata sebagai trustee atau delegate. Setelah pemilu, hubungan antara wakil rakyat
dan partai politik lebih kuat dibandingkan dengan hubungan dengan pemilihnya.[23]

Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam Perspektif Demokrasi

PAW dapat diasosiasikan sebagai recall, yang berasal dari bahasa Inggris “re” (kembali) dan “call” (memanggil). Peter Salim
mengartikan recall sebagai menarik kembali, mengingat, membatalkan, atau memanggil kembali. PAW dimaknakan sebagai
metode pergantian atau penarikan kembali anggota DPR oleh partai politiknya.[24]

Dalam kamus politik, PAW berarti pergantian seorang atau beberapa orang wakil rakyat melalui proses pemilu oleh pemilihnya.
Dalam konsep recall, pemilih memiliki hak terhadap orang yang dipilihnya. Recall di Amerika Serikat sangat berbeda dengan
Indonesia. Di AS, recall atau Recall Election adalah hak pemilih untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya
habis.[25] Proses ini diawali dengan petisi dari pemilih kepada wakilnya. Jika petisi disetujui, diadakan pemungutan suara untuk
menentukan apakah wakil tersebut akan digeser atau tetap menjabat.[26][27]

Di Indonesia, PAW dimaknai sebagai proses pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang digantikan antarwaktu oleh
calon PAW dengan perolehan suara terbanyak setelahnya dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama.[28]
Dasar hukum PAW adalah Pasal 22B UUD NRI 1945 yang menyatakan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan
dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Instrumen organiknya diatur dalam UU
No 17 tahun 2014, UU No 7 tahun 2017, Peraturan KPU No 6 tahun 2019, dan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
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PAW di Indonesia dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu: pertama, meninggal dunia; kedua, mengundurkan diri, baik atas
permintaan sendiri atau karena ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah; ketiga, diberhentikan.
Pemberhentian juga memiliki dua faktor yaitu sebagai anggota DPR atau sebagai anggota partai politik. Jika seorang anggota
DPR diberhentikan dari partai politik, maka otomatis dia juga diberhentikan sebagai anggota DPR.[29]

Partai politik memiliki kewenangan PAW sebagai upaya pengontrolan terhadap wakilnya yang duduk sebagai anggota
parlemen. PAW atau recall menjadi salah satu hak atau wewenang partai politik untuk mendisiplinkan anggotanya agar tetap
menjalankan tugas sesuai peraturan hukum. Namun, PAW juga bisa digunakan sebagai alat efektif untuk menghilangkan
anggota yang berseberangan dengan kepentingan partai, sehingga keberadaan anggota parlemen sangat bergantung pada
kehendak pengurus partai politik.[30]

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam konteks demokrasi perwakilan di Indonesia. Temuan
utama menunjukkan bahwa PAW merupakan alat penting untuk menjaga disiplin dan akuntabilitas anggota parlemen, yang
diatur oleh berbagai undang-undang termasuk UUD NRI 1945. Penelitian ini juga menyoroti hubungan antara wakil rakyat dan
partai politik yang cenderung lebih bersifat partisan, dimana wakil rakyat sering bertindak sesuai dengan kepentingan partai
politik yang mengusungnya. Meskipun penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang peran konstitusi dan konteks
khusus Indonesia, ada keterbatasan dalam pengumpulan data empiris mengenai penerapan praktis PAW dan dampaknya
terhadap kinerja anggota parlemen.

Untuk memperkuat temuan ini, disarankan untuk melakukan penelitian empiris lanjutan yang mengumpulkan data konkret
mengenai penerapan PAW, serta meningkatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses PAW untuk mencegah
penyalahgunaan oleh partai politik. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan PAW digunakan secara adil dan efektif
demi kepentingan publik dan demokrasi. Selain itu, pendidikan politik perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak-hak
mereka dan terlibat aktif dalam pengawasan wakil rakyat. Penguatan independensi anggota parlemen dari partai politik juga
penting untuk memastikan bahwa mereka dapat lebih fokus pada kepentingan pemilih daripada kepentingan partai.e.
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